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Ada hal menarik dari rilis terbaru Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
(BMKG) tentang data kejadian bencana selama kurun 2019 kemarin. Meski terus
dirundung petaka, namun intensitas bencana 2019 mengalami penurunan dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2017 tercatat kejadian bencana mengalami puncaknya
sebanyak 2.869 kejadian, disusul 2018 sebanyak 2.573 kejadian. Tahun 2019 sendiri
bencana yang terjadi sebanyak 1.315 kejadian, lebih sedikit dibandingkan tahun 2015
sebanyak 1.694 kejadian. Meski mengalami penurunan dari sisi intensitas kejadian, hal
yang tak boleh dilupakan adalah skala bencana yang harus dapat dimitigasi luasannya.
Yang juga wajib diwaspadai adalah dominasi jenis bencana hidrometeorologi, mengingat
posisi Indonesia yang masuk di wilayah tropis antara Samudera Pasifik dan Samudera
Hindia. Jenis bencana tersebut akan berpengaruh terhadap perubahan kondisi iklim,
cuaca, serta musim di berbagai wilayah di nusantara.

Ancaman ini perlu ditanggapi secara serius oleh pemerintah mengingat potensi
kerusakan yang bersifat masif di berbagai sektor ditambah lagi hal ini sudah menjadi
keprihatinan bersama di dunia. Economist Intelligence Unit (EIU) saja misalnya, baru
merilis Indeks Ketahanan Perubahan Iklim (Climate Change Resilience Index) global.
Hasil estimasi menunjukkan bahwa perubahan iklim di seluruh dunia secara langsung
dapat menelan biaya ekonomi hingga US$ 7,9 triliun per 2050 akibat konektivitas ragam
bencana yang dihasilkan baik kekeringan, banjir, gagal panen, serta jenis lainnya.
Dimensi kebencanaan inilah yang dikhawatirkan akan membawa dampak signifikan bagi
pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan infrastruktur di seluruh dunia. Indeks juga
menyebutkan bahwa berdasarkan tren yang ada saat ini, potensi pemanasan global dapat
menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) di setiap negara hingga kisaran 3 persen
pada periode 2050.

Sebelumnya, lebih dari 11 ribu ilmuwan di 156 negara dari berbagai disiplin ilmu
pengetahuan, juga sepakat menyebutkan bahwa dunia sedang darurat iklim. Mereka juga
mengamati berbagai potensi dampak buruk yang ditimbulkan apabila manusia tidak
mengubah pola perilakunya. Jika dirunut, hal tersebut bukan yang pertama kalinya

karena sebelumnya tahun 2017, sekitar 16 ribu ilmuwan dari 184 negara turut serta



dalam sebuah publikasi yang meyakini bahwa manusia dan alam berada di jalur yang
tidak tepat. Laporan terbaru oleh BioScience, jurnal ilmiah peer review menguatkan

statemen ini.

Di level implementasi, banyak hal yang mengindikasikan dunia darurat iklim.
Berulangnya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), betul-betul menimbulkan
keprihatinan yang luar biasa. Banjir bandang Jabodetabek di awal tahun 2020 menjadi
indikasi lainnya. Secara ekonomi, beberapa pengamat memperkirakan dampak kerugian
mencapai Rp135 miliar per hari di samping dampak kerugian nonekonomi lainnya.
Terlepas dari besarnya dampak kerugian ekonomi yang ditimbulkan, peristiwa ini juga
memberikan tekanan yang besar bagi upaya mengatasi dampak perubahan iklim.
Besarnya dampak destruksi yang ditimbulkan, mendesak munculnya sebuah upaya
kolektif bersama seluruh pemangku kepentingan global untuk mengambil langkah-
langkah revolusioner. Jargon yang diusung adalah gerakan dekarbonisasi laju
pertumbuhan ekonomi. Indonesia, sejatinya menjadi salah satu pemain utama dalam isu
mengatasi dampak perubahan iklim ini. Tak heran jika banyak pihak menuntut agar
penanganan karhutla dipimpin langsung oleh Presiden, demi mencegah berbagai tarikan

kepentingan antarsektor yang terkadang justru menjadi penghambat solusi penanganan.



